
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBBRNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DKNAS

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a, bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor

20 Tahun 2013 tentang Biaya Peijalanan Dinas

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai

dengan kondisi Perekonomian daerah saat ini

sehingga perlu dilakukan Penyesuaian;

b
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan

Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Biaya

Peijalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah

Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2687);
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2
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas aari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3952);

7
. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

8
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3

9
. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tetang Majelis

Permusyawarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123,

Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5043);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137), Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140),

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerimtahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

07/PMK.05/2008 tentang Peijalanan Dinas Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan

Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali

diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 16 tahun 2013

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK.02/2012

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija

Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

10 Tahun 2012 (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara Tahun 2012 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara Tahun 2012 Nomor 13);



22. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20

Tahun 2013 tentang Biaya Peijalanan Dinas Fimpinaii

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 20J.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI

TENGGARA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

PasalI

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun
2013 tentang Biaya Peijalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat dan ayat 2 (dua) huruf
a dan huruf b diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB n

PERJALANAN DINAS

KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 2

(1) Biaya peijalanan dinas jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari uang harian (Uang saku, uang
makan dan transport lokal) dan Uang Penginapan merupakan batas
tertinggi sesuai dengan Peraturan ini dan at cost. Untuk biaya
Transportasi tiket pesawat dan Airport Tax dibayar sesuai harga tiket (at
cost).

(2) Biaya Transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran
riil yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh
Pengguna Anggaran. (sebagaimana format terlampir)

(3) Uang harian dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan berdasarkan besarannya yang ditetapkan menurut
Tingkat/ Golongan sebagai berikut:
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a) Satuan Biaya Uang Harian terdiri dari uang saku, transport lokal,
uang makan yang besarnya sebagai berikut :

Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Anggota DPRD

1.
340.000

1
.
100.000

880.000

2.590.000

2
.
300.000

1
.
980.000

b). Satuan Biaya uang Penginapan sebagai berikut:

1 Ketua DPRD 530.000 1
.
000.000

2 Wakil Ketua DPRD 500.000 900.000

3 Anggota DPRD 500.000 850.000

Pa sal n

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar, setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara.
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Diundangkan di :
Pada tanggal :
Plt.SE]

Ditetapkan di K e n d a r i
Pada tanggal

UBERNUR S

/- lo - 2013

I TENGGARA,

NUR ALAM

K e n d a r i

i-»0-
RAH,

2013

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR..3 J


